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ABSTRAK 

Transformasi digital pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

menjadi agenda strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

efisien, dan akuntabel. Namun, implementasi SPBE seringkali menghadapi kesenjangan antara 

kebijakan dan penerapan di lapangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesenjangan 

kesadaran sumber daya manusia terhadap tata kelola teknologi informasi (TI), baik dari aspek 

pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Analisis terhadap dimensi kesadaran di salah satu 

instansi pemerintahan menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan pondasi utama dalam 

meningkatkan efektivitas tata kelola TI, diikuti oleh perilaku dan sikap. Berdasarkan temuan 

tersebut, rekomendasi kebijakan difokuskan pada peningkatan pengetahuan melalui pelatihan 

berkala, penguatan kapasitas pimpinan dan unit kerja TI, serta pembentukan budaya kerja 

berbasis literasi digital. Upaya ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi penerapan tata 

kelola TI yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda Pemerintah Digital 

Indonesia 2025–2029. 

Kata Kunci:  transformasi digital, SPBE, kesenjangan, tata kelola TI, dimensi kesadaran 

 

ABSTRACT 

The government’s digital transformation through the Electronic-Based Government System 

(SPBE) is a national strategic agenda aimed at achieving effective, efficient, and accountable 

public governance. However, its implementation still faces a gap between policy design and 

field practice. One of the key contributing factors is the low level of human resource awareness 

of information technology governance, encompassing knowledge, attitude, and behavioral 

dimensions. An analysis conducted in a government institution reveals that knowledge serves 

as the main foundation for improving IT governance effectiveness, followed by behavior and 

attitude. Based on these findings, policy recommendations focus on strengthening the digital 

capacity of civil servants through continuous training, enhancing the competencies of leaders 

and IT units, and fostering a work culture grounded in digital literacy. These efforts are 

expected to bridge the SPBE implementation gap and accelerate the realization of effective, 

efficient, and sustainable IT governance in line with the Digital Government of Indonesia 

2025–2029 agenda. 

Keywords:  digital transformation, electronic-based government system, gap, IT governance, 

dimensions of awareness 
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A. Pendahuluan 

Teknologi Informasi (TI) tidak hanya 

digunakan untuk kepentingan meraup 

keuntungan dalam bisnis, tetapi juga untuk 

kepentingan pelayanan publik oleh 

pemerintah (Priyadarsini & Kumar, 2022). 

Tata kelola TI merupakan kerangka kerja 

yang disusun untuk menyelaraskan 

teknologi informasi dengan strategi 

organisasi demi mencapai tujuan 

organisasi. Keberhasilan nilai bisnis TI 

dikatakan dapat dilihat dari seberapa baik 

tata kelolanya (Huygh & De Haes, 2019; 

Ping-Ju Wu et al., 2015).  

Sejak tahun 2018, dalam rangka 

mendorong penerapan tata kelola TI yang 

baik, organisasi pemerintahan diarahkan 

untuk menerapkan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu 

pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 Tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. Kebijakan ini hadir 

sebagai respon dari tuntutan pelayanan 

yang transparan, cepat, dan efektif dari 

masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga 

diharapkan dapat menekan penggunaan 

anggaran yang mengalami pemborosan 

akibat dari pembangunan sistem informasi 

yang silo dan tumpang tindih, serta 

membenahi kerangka kerja TI yang 

semrawut di instansi pemerintahan. 

Penerapan SPBE juga dipertegas dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 

bahwa fokus saat ini adalah menuju 

Pemerintah Digital yang berfokus pada tata 

kelola, teknologi, budaya digital, 

transformasi layanan publik, dan penguatan 

data (Menpan.go.id, 2025).  

Yudatama et al. (2019) dalam 

penelitiannya menyatakan terdapat 

beberapa faktor yang teridentifikasi 

memengaruhi implementasi tata kelola TI. 

Dalam kasus sektor publik, tata kelola TI 

merujuk pada SPBE. Pada dasarnya, faktor-

faktor tersebut bermuara pada adanya 

resistansi organisasi akibat dari perubahan 

yang dihasilkan dari TI yang tidak didasari 

oleh pengetahuan yang cukup. Hal ini 

mengakibatkan terdapat kesenjangan 

kesadaran akan pentingnya implementasi 

tata kelola TI yang baik demi menunjang 

tujuan strategis bisnis TI organisasi. 

 Yudatama, et al. (2017) dalam 

penelitiannya yang lain mengatakan bahwa 

kesadaran serta sikap dari pegawai dan 

manajemen ini memiliki dampak yang 

signifikan dalam jangka panjang, namun 

sering diabaikan karena tidak memiliki 

dampak langsung terhadap efektivitas tata 

kelola TI. Penelitian lainnya juga 

menyatakan bahwa efektifitas 

implementasi tata kelola TI dipengaruhi 

oleh kesadaran, persepsi pegawai akan 

kebijakan tata kelola TI, dan pemahaman 

yang setara antara pimpinan dan pegawai 

(da Silva Leite et al., 2021; Joshi et al., 

2018; Koskosas, 2014; Put, 2012; Saetang 

& Haider, 2013). Yudatama, Hidayanto, & 

Nazief (2019) dalam penelitian lainnya 

menunjukkan bahwa kesadaran saling 

berhubungan dengan kesuksesan 

implementasi tata kelola TI. Dimensi 

kesadaran ini terdiri dari pengetahuan, 

sikap, dan perilaku. 

 

B. Deskripsi Masalah 

Observasi yang dilakukan di salah 

satu instansi sektor publik, yaitu Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) menunjukan 

bahwa masalah belum optimalnya 

implementasi tata kelola TI di sektor publik 

berakar dari kurangnya pengetahuan, sikap, 

dan perilaku SDM di LAN terkait tata 

kelola TI. Hal ini juga didukung oleh hasil 

pengukuran Indeks SPBE tahun 2022 yang 

menunjukan bahwa domain Kebijakan 

SPBE bernilai 4,70 sedangkan Domain 

Manajemen SPBE bernilai 3,00. Hasil 

pengukuran di tahun 2023 juga menunjukan 

hal serupa bahwa domain kebijakan bernilai 

4,90 sementara domain manajemen SPBE 

bernilai 3,73. Hal ini menunjukkan masih 

ada kesenjangan antara pemenuhan 

kebutuhan kebijakan terkait SPBE dengan 

penerapan kebijakan tersebut. 
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Kekurangan tersebut menyebabkan 

adanya masalah, mulai dari 

ketidakmampuan menyelaraskan strategi 

organisasi dengan bisnis TI, tidak 

dilaksanakannya prosedur TI yang telah 

ditentukan, hingga kurangnya pemahaman 

pada setiap individu di instansi tersebut. 

Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan 

adanya potensi kegagalan investasi APBN 

pada bisnis TI yang dilakukan setiap 

tahunnya dan bahkan dapat menyebabkan 

keborosan akibat dari pengulangan 

kebutuhan anggaran yang tidak perlu, serta 

kegagalan proyeksi kebutuhan anggaran 

akibat dari peta rencana yang tidak tepat 

sasaran. Sesuai dengan penelitian 

sebelumnya, resistansi organisasi akibat 

dari perubahan yang dihasilkan dari TI yang 

tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup 

menyebabkan kesenjangan kesadaran akan 

pentingnya implementasi tata kelola TI 

yang baik demi menunjang tujuan strategis 

bisnis TI organisasi. 

C. Tata Kelola TI di Sektor Publik 

Tata kelola TI di sektor publik secara 

nasional diatur dalam Peraturan Presiden 

No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. 

Peraturan ini menjadi dasar untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, 

serta pelayanan publik yang berkualitas dan 

terpercaya. SPBE hadir sebagai akibat dari 

semakin tumbuhnya kesadaran pemangku 

kepentingan bahwa SPBE berperan penting 

dalam pembangunan nasional. Manajemen 

SPBE terdiri dari manajemen risiko, 

manajemen keamanan informasi, 

manajemen data, manajemen aset TIK, 

manajemen sumber daya manusia (SDM), 

manajemen pengetahuan, manajemen 

perubahan, dan manajemen layanan SPBE. 

Manajemen SDM SPBE menjadi 

salah satu inisiatif strategis yang dianggap 

memiliki peranan sangat penting dalam 

mewujudkan keberhasilan penerapan 

SPBE. Manajemen SDM ini meliputi 

perencanaan, pengembangan, pembinaan, 

dan pendayagunaan seluruh SDM yang 

terlibat dalam proses SPBE, dalam hal ini 

adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Peningkatan kapasitas SDM dan promosi 

literasi SPBE berulang kali disebutkan 

menjadi salah satu fokus strategis dalam 

implementasi SPBE. Kompetensi teknis 

ASN, meliputi kompetensi di bidang 

perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis 

pemerintahan, pengelolaan TIK yang 

terintegrasi, aman, dan andal, serta 

pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, 

dan responsif. Selain itu, perlu juga 

menumbuhkan budaya SPBE agar ASN 

mampu berpikir kreatif, sistemik, 

berwawasan global, etos kerja yang tinggi, 

mampu mengelola perubahan lingkungan 

strategis, dan memberikan pelayanan 

proaktif.  
 

D. Penetapan Urutan Kepentingan 

Dimensi Kesadaran dalam 

Pandangan Tata Kelola TI 

Kruger dan Kearney (2006) dalam 

penelitiannya mengembangkan model 

pengukuran kesadaran keamanan 

informasi. Dalam modelnya, terdapat 3 

(tiga) dimensi utama yang diperoleh dengan 

mengkombinasikan ilmu TI dengan 

psikologi sosial, yaitu apa yang diketahui 

seseorang (pengetahuan), bagaimana 

mereka menanggapi suatu topik (sikap), 

dan apa yang mereka lakukan (perilaku) 

(Hu et al., 2022). Sementara itu, keterkaitan 

kesadaran dengan tata kelola TI 

disampaikan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yudatama et al. (2017) 

bahwa terdapat hubungan yang berbanding 

lurus antara kesadaran dan sikap terhadap 

implementasi tata kelola TI dengan 

pemahaman dan pengetahuan cara 

mengimplementasikan dan menjalankan 

tata kelola TI (Yudatama, Hidayanto, et al., 

2017; Yudatama & Harmadji, 2022). 

Tindak lanjut dari observasi yang 

dilakukan untuk mendeskripsikan masalah 

adalah melakukan wawancara dengan aktor  
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utama dalam implementasi SPBE. 

Wawancara dilakukan pada 5 orang yang 

terdiri dari pelaksana teknis, koordinator 

kelompok kerja, koordinator utama, dan 

penanggung jawab SPBE di LAN. 

Wawancara dilakukan untuk menggali 

pendapat kelima aktor mengenai urutan 

kepentingan pada dimensi kesadaran, yaitu 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. 

Pengambilan data ini dilakukan pada 

triwulan 1 dan 2 tahun 2024. Analisis data 

ini diharapkan dapat membantu 

memberikan rekomendasi peningkatan 

implementasi tata kelola TI yang tepat 

sasaran.  

Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa 4 dari 5 pakar mengatakan bahwa 

pengetahuan lebih penting dari sikap. Dari 

pandangan top manajemen, penanggung 

jawab SPBE LAN menyatakan bahwa 

dimensi pengetahuan menjadi yang paling 

penting karena orang bersikap dengan 

benar jika dia tahu. Pengetahuan juga 

menjadi dasar seseorang atau pegawai 

dalam menggunakan TI agar sesuai dengan 

yang dipersyaratkan. Untuk itu, edukasi 

menjadi salah satu hal penting untuk 

dilakukan secara berkala kepada seluruh 

pegawai. Sementara itu, sikap merupakan 

suatu respon seseorang terhadap sesuatu, 

sedangkan perilaku sudah menjadi sesuatu 

yang hadir karena kebiasaan. Untuk itu, 

sikap menjadi lebih penting, karena sikap 

yang terbentuk atas respon seseorang akan 

suatu hal dapat mendorong seseorang 

berperilaku konstan. Sementara itu, dari 

pandangan pelaksana teknis, perilaku 

memiliki urutan paling penting. 

Selanjutnya diikuti oleh pengetahuan lalu 

sikap. 

Secara keseluruhan, hasil analisis 

pada jawaban pakar terkait urutan 

kepentingan dimensi kesadaran, yaitu 

pengetahuan, perilaku, dan sikap. Kelima 

pakar sepakat, bahwa pengetahuan menjadi 

dimensi kesadaran yang paling penting. 

Pengetahuan dianggap menjadi dasar 

ataupun pondasi utama untuk 

menumbuhkan kesadaran tata kelola TI 

pada pimpinan dan pegawai LAN agar 

penerapan tata kelola TI dapat berjalan 

dengan optimal. 

Aspek pengetahuan dianggap penting 

karena seseorang harus tahu terlebih dahulu 

agar dapat terdorong dan termotivasi lalu 

menunjukkan sikap setuju dan antusias, 

diakhiri dengan kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan benar. 

Pernyataan ini juga selaras dengan berbagai 

penelitian terkait hubungan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku, bahwa memang 

pengetahuan akan mendorong sikap dan 

perilaku seseorang akan sesuatu hal yang 

benar (Paço & Lavrador, 2017; Tunstall et 

al., 2016).  

 

E. Rekomendasi Kebijakan 

Fokus perbaikan berdasarkan hasil 

pemaparan sebelumnya, idealnya yang 

diutamakan adalah berdasarkan urutan 

kepentingan dari dimensi kesadarannya. 

Rekomendasi dapat mencakup ke seluruh 

atau beberapa area tata kelola TI, yaitu 

manajemen risiko, sumber daya, budget, 

keterlibatan stakeholders, kebijakan, 

strategi bisnis, organisasi, komitmen, 

kompetensi, komunikasi, layanan, dan 

keamanan informasi. Berikut adalah 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dilakukan berdasarkan kepentingan 

dimensi kesadaran pada beberapa area tata 

kelola TI di LAN. 

1. Dalam rangka mendukung strategi 

dan operasional bisnis organisasi 

LAN, pengetahuan dan pemahaman 

baik dari pegawai maupun pimpinan 

sangat krusial, karena TI tidak akan 

memiliki nilai guna, jika semua 

elemen di LAN tidak memiliki 

keinginan (sikap) dan kemampuan 

untuk melakukan (perilaku) (Wilkin 

& Chenhall, 2020). Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh 

beberapa pakar yang terlibat dalam 

proses pembobotan dan validasi hasil 

penelitian. Fokus utama dapat 

dilakukan pada peningkatan 
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kesadaran melalui pembaharuan 

pengetahuan secara berkala, diikuti 

dengan afirmasi untuk bersikap dan 

berperilaku. 

2. Pembaharuan pengetahuan dan 

peningkatan kompetensi di bidang TI 

secara umum tidak hanya dilakukan 

kepada Pusdatin dan penanggung 

jawab TI di unit kerja, tetapi yang 

paling penting pembaharuan 

pengetahuan dan peningkatan 

kompetensi TI juga perlu dilakukan 

pada pimpinan manajerial (Wilkin & 

Chenhall, 2020). Peningkatan 

kompetensi pada level manajerial 

dapat berupa perluasan pengetahuan 

terkait inovasi TI (Héroux & Fortin, 

2018). Sementara itu, peningkatan 

kompetensi pada level Pusdatin dan 

penanggung jawab TI unit kerja dapat 

berupa perluasan pengetahuan dan 

skill terkait pengelolaan dan 

pengawasan data, aplikasi, dan 

teknologi, untuk mendukung area 

sumber daya. 

3. Peningkatan pengetahuan secara 

spesifik perlu dilakukan pada unit 

kerja Inspektorat sebagai 

penanggung jawab manajemen risiko 

di LAN, menjadikan fokus utama 

perbaikan dapat dilakukan dengan 

memberikan pengetahuan melalui 

pelatihan terkait identifikasi, 

pengukuran, dan pengawasan 

manajemen risiko TI (Rubino, 2018) 

berdasarkan ISO/IEC 31000:2018 

dan/atau  ISO/IEC 27005:2022, bagi 

pimpinan manajerial setingkat 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 

unit penanggung jawab manajemen 

risiko (Inspektorat), Pusdatin, serta 

penanggung jawab manajemen risiko 

dan TI unit kerja. 

4. Peningkatan pengetahuan terkait 

investasi TI perlu dilakukan bagi 

pimpinan LAN, Biro perencanaan 

dan keuangan, dan Pusdatin. 

Harapannya dengan membaiknya 

pengetahuan di bidang investasi TI 

dapat mendorong perencanaan 

strategi penganggaran TI lebih baik 

dan rutin, khususnya pada aspek 

peremajaan teknologi, pemeliharaan 

aplikasi dan infrastruktur (Selig, 

2018; Wilkin & Chenhall, 2020). 

5. Perbaikan pengetahuan tersebut 

selanjutnya dapat dilanjutkan dengan 

proses pembiasaan, agar aspek sikap 

pada pegawai dapat terbentuk yang 

selanjutnya memengaruhi perilaku. 

Proses pembiasaan ini dapat 

dilakukan melalui penyusunan 

kebijakan internal yang spesifik 

membahas komitmen dan konsistensi 

penerapan pengetahuan yang telah 

disampaikan kepada pegawai.  
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